BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi  birokrasi  merupakan  kebutuhan  pokok  dalam  upaya mewujudkan  tata  kepemerintahan  yang  baik  (good  gofernance).  Reformasi birokrasi  pada  tataran  Pemerintah  Daerah  antara  lain  di  bidang  organisai perangkat daerah yang di arahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif,  rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah  serta  adanya  koordinasi,  integrasi,  sinkronisasi  dan  simplikasi  serta komunikasi kelembagaan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Bahwa  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 membawa perubahan  yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran  berdasarkan  beban  kerja  yang  sesuai  dengan  kondisi  nyata  di masing-masing  Daerah.  Hal  ini  juga  sejalan  dengan  prinsip  penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proposional, efektif, dan efisien. 

Bahwa  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah,  oleh karena  itu  Pemerintah  Daerah  perlu  mengatur  kembali  kelembagaan, pembentukan  satuan  kerja  perangkat  daerah,  jenis,  criteria  tipelogi,  guna menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengelompokan  organisasi  Perangkat  Daerah  didasarkan  pada konsepsi  pembentukan  organisasi  yang  terdiri  atas  5  (  lima  )  elemen,  yaitu Kepala  Daerah,  Sekretaris  Daerah,  Dinas  Daerah,  Badan/Fungsi  penunjang dan Staf Pendukung.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang  merupakan unsur penunjang yang menjadi kewenangan daerah. Dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai  tugas  membantu  Bupati melaksanakan  fungsi  penunjang  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masayarakat desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan dan penetapan kebiajkan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat, Pranata Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pembangungan dan Kerjasama Desa, Pendayagunaan Srana dan Prasarana dan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa;
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat, Pranata Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pembangungan dan Kerjasama Desa, Pendayagunaan Srana dan Prasarana dan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat, Pranata Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pembangungan dan Kerjasama Desa, Pendayagunaan Srana dan Prasarana dan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengembangan usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Kapasitas Lembaga Desa, Lembaga Adat, Masyarakat Hukum Adat, Pranata Sosial dan Sumber Daya Manusia, Pembangungan dan Kerjasama Desa, Pendayagunaan Srana dan Prasarana dan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa;

e. Pengarah, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan

f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Tkenis Badan (UPTB) dan Satuan Pendidikan Kabupaten Temanggung; disebutkan bahwa Dinpermades mempunyai urusan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa yang semula merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Guna    memenuhi    ketentuan  ketentuan   sebagaimana   tersebut diatas,   Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa   menyusun   Review  Rencana  Strategis  yang  dalam  hal  ini menggabungkan, menyesuaikan  dan melanjutkan Rencana Strategis  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  yang telah disusun sebelumnya.  Hal  ini  merupakan  upaya    dari    Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa    dalam mempertahankan    dan    bahkan    meningkatkan  pencapaian  kinerja  yang telah  diraih  Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Review RENCANA STRATEGIS 2014 – 2018  DINPERMADES yang pada akhirnya dapat mendukung Terwujudnya Masyarakat dan Desa yang Maju dan Mandiri.
Review  Rencana  strategis  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  yang  kemudian  disingkat  dengan  Review  Renstra  adalah  dokumen teknis  operasional  yang  menjadi  pedoman  dan  penyusunan  program  kerja tahunan  dan  penyusunan  anggaran  pembangunan  dan  belanja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  sebagai  organisasi  perangkat daerah  baru  atau  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  Renstra  diartikan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas. 

Proses  penyusunan  Review  Renstra  ini  berpedoman  pada  Undang Undang Nomor 25  Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  (SPPN),  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang -Undang Nomor  12  Tahun  2008  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2008 tentang  tahapan,  tata  cara  penyusunan,  pengendalian  dan  evaluasi pelaksanaan  rencana  pembangunan  daerah.  Pedoman  lain  yang  dapat digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Bupati  dan  Wakil  Bupati  terpilih,  RPJP  Nasional,  RPJM  Nasional,  RPJM Provinsi  Jawa  Tengah/Renstra  Provinsi  Jawa  Tengah  dan  RPJMD.  Dan   yang menjadi   pedoman   dasar  dalam   penyusunan   Renstra  tahun  2014-2018 adalah Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung menyusun Review  Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,  kebijakan,  program,  dan  kegiatan  sesuai  dengan  tugas  dan  fungsi yang  nantinya  akan  menjadi  pedoman  dalam  menyusun  Renja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap tahun. 

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam penyusunan Review Renstra Dinpermades adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025; 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

4. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2018;

24. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

25. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun      Anggaran 2018;

26. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten  Temanggung;
C. Maksud dan Tujuan
Penetapan Review Renstra dimaksudkan untuk melakukan sinkronisasi program dan kegiatan sebagai tindak lanjut perubahan peraturan perundangan dan perubahan SOTK.

Sedangkan Tujuan penyusunan Review Renstra adalah :

1. Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang berpindah antar perangkat daerah berdasarkan urusan / fungsi penunjang / fungsi lainnya.

2. Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang direncakanan dalam Renstra namun tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

3. Terlaksananya pemetaan program dan kegiatan yang tidak direncanakan dalam Renstra namun dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

4. Tersedianya evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung yang merupakan susunan garis besar isi dokumen Renstra adalah sebagai berikut : 
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GAMBARAN UMUM 
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A.  Gambaran Umum
Sesuai dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016   tentang Kedudukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; disebutkan bahwa Dinpermades mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi : 

1. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

4. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

5. Pelaksanaan Pemberdayaan Adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;

6. Pelaksanaan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

7. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan Teknologi Tepat Guna;

8. Penelitian dan pengkajian bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

9. Pelaksanaan pengolahan,pengkajian, dan penyajian profil desa;

10. Pelaksanaan pendampingan bantuan pembangunan desa dan swadaya gotong royong;

11. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana masyarakat;

13. Fasilitasi Penyediaan sarana prasana dasar masyarakat;

14. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagan organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung terdiri dari :

	LAMA
	BARU



	a. Kepala
	a. Kepala



	b. Sekretaris:

b.1. Sub. Bag. Perencanaan 
b.2. Sub. Bag.  Keuangan

b.2. Sub. Bag. Umum  dan Kepeg
	b. Sekretaris:

b.1.Sub. Bag. Perencanaan dan Keuangan

b.2. Sub. Bag. Umum dan Kepeg

	c. Bidang Pengembangan Masyarakat

c.1. Sub. Bid. Kelembagaan masy

c.2. Sub. Bid. Pengembangan Prasanata Sosial dan SDM 
	c. Bidang. Kelembagaan Masyarakat Dan Desa
c.1.Seksi Pengembangan Kapasi- tas Lembaga Desa

c.2.Seksi Pengembangan Pranata Sosial dan SDM

c.3. Seksi Perkembangan Desa

	d. Bidang Pendayagunaan Sarana dan Prasarana
d.1. Sub. Bid. Fasilitasi Sarana Prasarana Masyarakat
d.2. Sub. Bid Pemasyarakatan dan Pemanfaatan TTG
	d. Bidang Pembangunan Desa
d.1. Seksi Pembangunan Desa dan Swadaya Gotong royong

d.2. Seksi Pendayagunaan sarana dan prasarana masyarakat

d.3. Seksi Keuangan Desa

	e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
e.1. Sub. Bid. Pengembangan Jaringan Penanggulangan kemiskinan

e.2. Sub. Bid. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
	e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
e. 1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

e.2. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG

	f. Bidang Pembangunan Desa
f.1. Sub. Bid. Analisis Pembangunan Desa

f.2. Sub. Bid. Bantuan Pembangunan dan Swadaya gotong royong
	


Dalam pelaksanaannya, mekanisme koordinasi internal yang berlaku di SKPD Dinpermades adalah sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag dan Kasubid menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertical dan horizontal;

2. Kepala Dinas selaku Pimpinan Satuan Organisasi mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan Kepala Dinas mengambil langkah–langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang–undangan;

3. Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

4. Kepala Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk yang ada dan bertanggung jawab kepada Bupati dan menyampaikan laporan pada waktunya;

5. Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya akan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;

6. Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan akan disampaikan kepada satuan organisasi yang lain yang secara fungsional mempunayi hubungan kerja;

7. Dalam melaksanan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Dinas mengadakan rapat berkala;

Kepala Bidang didalam menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi Dinpermades maka dibutuhkan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang kinerja yang memadai.  Kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada di Dinpermades dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel I.1

Kualifikasi Pendidikan

	Nomor
	Uraian
	Jumlah



	1.
	Kualifikasi Pendidikan

a. SD

b. SMP

c. SMA

d. Sarjana Muda ( DI/DIII)

e. S1 / D IV

f. S2
	1

1

8

4

12

5

	
	Jumlah
	31



Tabel I.2

Kualifikasi Pangkat/Golongan

	Nomor
	Uraian
	Jumlah



	1.
	Pangkat / Golongan

a. Gol I

b. Gol II

c. Gol III

d. Gol IV
	1

11

13

6

	
	Jumlah
	31


Tabel I.3

Kualifikasi Pangkat/Golongan

	Nomor
	Uraian
	Jumlah

	1.
	Jabatan

a. Eselon II

b. Eselon III

c. Eselon IV
	1

4

10

	
	Jumlah


	16


Tabel I.4

Jenis Kelamin
	Nomor
	Uraian
	Jumlah

	1.
	Jenis Kelamin

a. Laki – laki

b. Perempuan
	17

14

	
	Jumlah
	31




Dari tabel di atas diapat digambarkan bahwa Dinpermades belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 75 % personil di Dinpermades telah berpendidikan minimal Diploma III.

Adapun dukungan sarana dan prasarana yang ada di Dinpermades dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel I.5
Kendaraan Dinas 

	Nomor
	Jenis
	Kondisi
	Jumlah

	1
	Sepeda Motor


	Baik 18, sedang 1 rusak 1
	20



	2
	Mobil
	Baik 3, Sedang 1 Rusak 1, 
	5

	
	Jumlah
	
	24


Tabel I.6
Perlengkapan dan Peralatan 
	NO
	Nama Barang
	Jumlah
	Kondisi

	1.
	Brankas
	1 unit
	Baik

	2.
	Camera
	1 unit
	Baik

	3.
	Faximili
	1 unit
	Baik

	4.
	Filling Cabinet
	4 buah
	Baik

	5.
	Gordyn
	2 unit
	Baik

	6.
	Kipas Angin
	5 buah
	Baik

	7.
	Kompor Gas
	1 unit
	Baik

	8.
	Kursi Direksi
	1 bush
	Baik

	9.
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II
	1 buah
	Baik

	10.
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	6 buah
	Baik

	11.
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	2 buah
	Baik

	12.
	Kursi Putar
	8 buah
	Baik

	13.
	Kursi Rapat Kayu
	30 buah
	Baik

	14.
	Kursi Rapat
	58 buah
	Baik

	15.
	Laptop
	12 unit
	Baik

	16.
	LCD Proyektor
	1 unit
	Baik

	16.
	Lemari Arsip untuk arsip dinamis
	2 buah
	Baik

	17.
	Lemari Besi/Metal
	1 buah
	Baik

	18.
	Lemari Kaca
	3 buah
	Baik

	19.
	Lemari Kayu
	17 buah
	Baik

	20.
	Meja dan Kursi Tamu
	4 unit
	Baik

	21.
	Meja Kayu/Rotan
	7 buah
	Baik

	22.
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural
	10 buah
	Baik

	23.
	Meja Kerja Pejabat Eselon II
	6 buah
	Baik

	24.
	Meja Komputer
	1 buah
	Baik

	25.
	Meja Podium
	1 buah
	Baik

	26.
	Meja Rapat
	5 buah
	Baik

	27.
	Meja Reseption
	1 buah
	Baik

	28.
	Mesin Abses (Time Recorder)
	1 unit
	Baik

	29.
	Mesin Calculator
	2 buah
	Baik

	30.
	Mesin Ketik Manual Standart (14-16)
	3 buah
	Baik

	31.
	Microphone/ Wireless Mic
	2 buah
	Baik

	32.
	Modem
	1 buah
	Baik

	33.
	Parabola
	1 buah
	Baik

	34.
	Personal Computer (PC) Unit
	19 unit
	Baik

	35.
	Printer
	13 buah
	Baik

	36.
	Sepeda Motor
	19 unit
	Baik

	37
	Sound System
	2 unit
	Baik

	38
	Speaker Aktif
	2 unit
	Baik

	39
	Stand mic
	1 buah
	Baik

	40
	Station Wagon
	5 buah
	Baik

	41
	Tabung Gas
	1 buah
	Baik

	42
	Telephone (PABX)
	1 buah
	Baik

	43
	Televisi
	3 buah
	Baik

	44
	Teralis
	14 unit
	Baik

	45
	UPS
	3 buah
	Baik


  Sumber :   Dinpermades 2017  
Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas dirasakan sudah cukup memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinpermades. 

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi pencapaian target kinerja Dinpermades baik yang tertuang dalam Renstra Dinpermades Tahun 2013-2018 maupun didalam Renja Dinpermades Tahun 2018.
B.  Tugas dan Fungsi Strategis Dinpermades
Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinpermades dimaksud, maka Dinpermades secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DI KABUPATEN TEMANGGUNG AGAR LEBIH KOMPETITIF DITENGAH KETATNYA PERSAINGAN PADA TINGKAT LOKAL, REGIONAL DAN GLOBAL. 
Secara singkat Dinpermades memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber daya (aparat desa) dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat;

2. Meningkatkan SDM masyarakat desa dalam pembangunan;

3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui pemanfaatan potensi dan kearifan lokal desa;

4. Mengoptimalkan bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi Bimtek dan pelatihan Pemerintah Desa.

BAB III

EVALUASI KONSISTENSI 

PELAKSANAAN RENSTRA DALAM RENJA

A. Program yang pindah antar PD

Berdasarkan perubahan SOTK yang berpengaruh pada tugas dan fungsi serta struktur organisasi perangakat daerah maka hal tersebut berpengerauh juga pada pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada perangkat daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu perangkat daerah yang ikut terkena dampak perubahan tersebut. Perubahan program dan kegiatan tidak hanya pindah dari Dinpermades ke OPD lain tetapi ada juga perpindahan kegiatan dari OPD lain yang masuk ke Dinpermades karena masuk dalam tugas dan fungsi Dinpermades.

a. Program dan kegiatan yang Pindah Dari Dinpermades ke OPD Lain
Ada 1 program dan 3 kegiatan yang merupakan Pindah dari Dinpermades ke OPD lain akibat adanya SOTK baru, yaitu :

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

a.1. Fasilitasi Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan.

Pada Nomenklatur Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai Perbub nomor 74 Tahun 2017 tidak ada Bidang/Seksi yang menangani kemiskinan, Kebijakan Pemerintah daerah untuk fasilitasi Bantuan Stimulan Pemugaran Perumahan atau yang disebut Pemugaran Rumah Tidak layak Huni ditangani oleh Dinas Sosial.

a.2. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan

Pada Nomenklatur Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai Perbub nomor 74 Tahun 2017 tidak ada Bidang/Seksi yang menangani kemiskinan, Kebijakan Pemerintah daerah untuk Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan pindah ke Bappeda selaku Sekretariat TKPKD Kabupaten Temanggung.

a.3. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) SD/MI

Adanya bantuan Hibahdari Provinsi Jawa Tengah terkait program kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS) SD/MI sehingga target RPJMD sudah tercapai, Dan adanya perubahan SOTK baru kegiatan tersebut sudah tidak menjadi kewenangan Dinpermades lagi tetapi pindah ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. 
b. Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Dinpermades dari OPD lain
Ada 2 program dan 3 kegiatan yang merupakan limpahan dari OPD lain akibat adanya SOTK baru, antara lain :

b.1. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan

b.1.1. Penguatan keuangan Desa

Sesuai Perbub nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Pada Bidang Pembangunan Desa terdapat Seksi Keuangan desa yang menangani kegiatan penguatan keuangan desa, dimana kegiatan tersebut merupakan limpahan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Temanggung.    

b.2. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 
b.2.1.Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes dan Siskeudes

Sesuai Perbub nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Pada Bidang Pembangunan Desa terdapat Seksi Keuangan desa yang menangani peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan Siskeudes, dimana kegiatan tersebut merupakan limpahan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Temanggung.    

b.2.2.Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengelolaan Barang/Jasa

Sesuai Perbub nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Pada Bidang Pembangunan Desa terdapat Seksi Keuangan desa yang menangani kegiatan Fasilitasi pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengelolaan barang/ jasa, dimana kegiatan tersebut merupakan limpahan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Temanggung.    

B. Program yang ada di Renstra tapi tidak dilaksanakan

Program yang ada di Renstra tetapi tidak dilaksanakan pada Dinpermades tidak ada atau Nihil. Namun ada 9 kegiatan yang ada dalam Renstra tetapi tidak dilaksanakan, kegiatan tersebut ada dalam program yang ada di renstra dan telah dilaksanakan tetapi ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, namun program dan kegiatan tersebut tidak berpengaruh pada capaian RPJMD dan capaian IKU Dinpermades maupun capaian IKD Kabupaten Temanggung karena dalam program tersebut banyak kegiatan-kegiatan lain yang mendukung capaian RPJMD, IKU dan IKD yang dilaksanakan, program dan kegiatan tersebut antara lain :

a. Program Peningkatan sarana dan prasarana

a.1. Pembangunan gedung BAPERMADES

Perencanaan pembangunan gedung BAPERMADES yang sudah direncanakan dan tertuang dalam Renstra Bapermades Tahun 2014-2018 tidak terlaksana karena keterbatasan kemampuan keuangan Daerah, Kegiatan yang dilaksanakan adalah rehab gedung Dinpermades.
b. Pogram Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

b.1. Evaluasi Peraturan Desa

Berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi OPD bahwa pelaksanaan kegiatan Evaluasi Peraturan Desa bukan merupakan wewenang Dinpermades tetapi merupakan kewenangan Bagian PEMDES Setda Kabupaten Temanggung, sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. 

c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat desa

c.1.Penyusunan dan Sosialisasi PERBUP tentang Pendampingan masyarakat desa

Kegiatan penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pendamping masyarakat desa tidak dilaksanakan karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) telah berakhir.  

c.2. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa tidak dilaksanakan karena Ketentuan Teknis tentang KPMD sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum terbit/belum ada, sehingga belum ada acuan baku sebagai dasar penyusunan PERBUP tersebut.

c.3. Fasilitasi dan Pendampingan pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan 

Kegiatan Fasilitasi dan Pendampingan pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan tidak dilaksanakan karena Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD) telah berakhir.  

c.4. Penyusunan PERDA Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelurahan

Kegiatan Penyusunan PERDA tidak terlaksana karena Ketentuan Teknis tentang LKD sesuai Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa belum terbit/belum ada, sehingga belum ada acuan baku sebagai dasar penyusunan PERDA tersebut.

c.5. Fasilitasi PERDES tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi PERDES tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan tidak terlaksana karena PERDA dan PERBUP yang mengatur ketentuan tentang Administrasi Lembaga Kemasayarakatan Desa belum terbit.
c.6. Fasilitasi Penguatan Kapasitas RT dan RW

Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kapasitas RT dan RW tidak terlaksana karena PERDA dan PERBUP yang mengatur ketentuan tentang Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa belum terbit.

d. Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah

d.1. Pengadaan system informasi manajemen pembangunan desa

Kegiatan pengadaan system informasi manajemen pembangunan desa tidak terlaksana karena adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat terkait dengan Aplikasi Siskeudes yang harus diterapkan di Desa. Dan Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah diarahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.  

C. Program yang tidak ada di Renstra tapi dilaksanakan

Ada 8 program dan 23 kegiatan yang tidak ada dalam Renstra tetapi dilaksanakan dan 3 program yang ada dalam renstra tetapi kegiatannya yang belum masuk dalam renstra tetapi dilaksanakan yaitu antara lain : 
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

a.1. Evaluasi Rancangan Perdes tentang RPJMDes

Terkait dengan pelaksanaan pilkades di sebagian besar desa di Kabupaten Temanggung sehingga desa harus segera melakukan penyusunan RPJMDes setelah tiga bulan Kades dilantik.

b. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan keuangan

b.1. Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa

Untuk penyusunan Peraturan Bupati tentang Dana Transfer, serta kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

c.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Kebijakan pemerintah daerah untuk peningkatan disiplin aparatur

d. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 
d.1. Fasilitasi pelestarian Aset-aset Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan dilaksanakan dalam rangka fasilitasi, monitoring dan audit di masing-masing UPK pengelola dana perguliran PNPM-MPd, Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelestarian aset PNPM MPd, hasil kegiatan Rancangan Peraturan Bupati karena setelah dilaksanakan pembahasan dan dikonsultasikan ke Kementerian Desa PDTT, disampaikan agar daerah menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian (yang sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut dari regulasi yang dijanjikan).
d.2. BOP Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Ban-Gub)

Kegiatan pendampingan BOP sumber dana dari Provinsi Jawa Tengah (BanKeu) untuk pelaksanaan kegiatan Desa Pemula dan Desa Prakarsa.

d.3. Fasilitasi dan Koordinasi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa

Berdasarkan surat Kepala Bapermades Provinsi jawa Tengah Nomor 412.2/2728 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pendamping Desa. Dinpermades Kabupaten untuk memfasilitasi pendistribusian dokumen pengumuman sampai pada penerimaan berkas lamaran calon Pendamping Lokal Desa (PLD) selanjutnya dikirim ke Bapermades Provinsi Jawa Tengah

d.4. Pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)

Pengakhiran Program PNPM MPd, berdasarkan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2018 Perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd

d.5. Rintisan Desa Berdikari (Ban-Gub)

Dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Gubernur Jawa Tengah tentang Model Rintisan Desa Berdikari 

d.6. Fasilitasi Pendamping Desa

Dilaksanakan karena terhitung mulai tahun 2016 Pendamping P3MD Implementasi UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai ditugaskan di lokasi Kabupaten dan Kecamatan

d.7. Fasilitasi Kelembagaan BKAD dan Pelestarian Desa

Dilaksanakan guna fasilitasi pengamanan dan pelestarian aset dana perguliran eks PNPM MPd di 18 kecamatan eks lokasi PNPM MPd yang total aset sudah mencapai + 63 Milyard

d.8. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan

Pelaksanaan penguatan kapasitas masyarakat pedesaan ( perempuan dan generasi muda) berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha merupakan hasil musrenbang kecamatan

d.9. Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama Kelompok (UBK)

Merupakan Program unggulan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memfasilitasi bantuan UBK yang berlokasi di 5 Desa, yang diharapkan menjadi embrio unit usaha BUMDesa Bersama

d.10. Bintek Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

Pendampingan BOP (Ban-Gub) untuk penguatan kapasitas KPMD

e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan

e.1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan

e.2.Fasilitasi Implementasi Undang-undang tentang Desa (Pendamping KPMD- BanGub)
Pendampingan (Ban-Gub) untuk kegiatan Implementasi UU Desa

e.3. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan

Pendampingan (Ban-Gub) untuk kegiatan Ketahanan Masyarakat

f. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan

f.1. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Untuk mendukung dan sharing program dari Pusat terkait pengentasan kemiskinan
g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

g.1. Penyusunan Raperda

Efisiensi anggaran, dari rencana penyusunan 3 PERDA menjadi 2 PERDA dan 2 Perbub

h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

h.1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kebijakan pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun untuk meraih WTP

i. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi

i.1. Pengembangan Website Subdomain Bapermades

Peningkatan sistem informasi pelaksanaan kegiatan di OPD

j. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan 
j.1. Pengembangan potensi unggulan

Pengembangan Potensi Unggulan Desa, mendukung program Kementerian Desa PDTT untuk produk-produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan
k. Program Pembinaan dan Fasilitasi, pengelolaan keuangan desa

k.1. Sistem Informasi Desa (SID) Ban-Keu

Merupakan kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan bersifat "Top down" atau kebiajkan dari Pemerintah Provinsi

BAB IV
EVALUASI CAPAIAN RENSTRA
A. Capaian IKP lima tahun

Dalam Renstra Dinpermades Tahun 2014 – 2018 ada 3 Urusan dan 7 Program yang menjadi target capaian. Dari 3 urusan dan 7 program tersebut capaian selama lima tahun Indikator Kinerja Program sampai dengan Tahun 2017 rata-rata sudah mencapai 80% dan sisanya akan tercapai di tahun 2018 ini sebagai akhir tahun masa RPJMD dan akhir masa Renstra. 

Adanya perubahan SOTK baru hal tersebut juga berpengaruh pada perubahan pengampu program maupun kegiatan, perubahan program pada Dinpermades dari 7 program bertambah 9 program hingga menjadi 16 program, dengan penjelasan 6 program merupakan kebijakan pemerintah daerah yaitu program perencanaan pembangunan daerah, program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan, program disiplin aparatur, program peraturan perundang-undangan, program peningkatan pengembangan system pelaporan, program pengembangan komunikasi dan informasi, 1 program merupakan program pemerintah pusat yaitu program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MD), 1 program merupakan program pemerintah provinsi yaitu program pembinaan dan fasilitasi, pengelolaan keuangan desa, dan 1 program limpahan dari Bagian Pemerintah Desa Setda Kabupaten Temanggung yaitu program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Program Dinpermades selama kurun waktu lima tahun dapat kita lihat dalam penjabaran sebagai berikut :

I. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian.
a. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
a.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

dengan capaian kinerja tersediaanya dana komunikasi, sumber daya air, dan listrik berupa meningkatnya kenyamanan kerja dan kecepatan tugas bagi 33 pegawai selama 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018; 

a.2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan kantor berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan,  Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

a.3.Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

dengan capaian kinerja terpeliharanya kendaraan dinas roda empat sebanyak 5 unit dan roda dua sebanyak 20 unit, berupa peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

a.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor

dengan capaian kinerja terciptanya kebersihan kantor yang berupa peningkatan kenyamanan kerja 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

dengan capaian kinerja terpeliharanya peralatan kantor berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.6. Penyediaan alat tulis kantor

dengan capaian kinerja tersedianya alat tulis kantor berupa peningkatan pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan,  Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.7. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

dengan capaian kinerja tersedianya  bahan cetakan dan penggandaan  yang berupa peningkatan kenyamanan kerja dan kecepatan pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

dengan capaian kinerja tersedianya alat listrik dan elektronik yang berupa peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan capaian kinerja tersedianya bahan bacaan (Koran Suara Merdeka dan Koran Kedaulatan rakyat) dan perundang-undangan yang berupa peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.10. Penyediaan makanan dan minuman

dengan capaian kinerja Tersedianya makanan dan minuman yang berupa peningkatan kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

dengan capaian kinerja terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah berupa peningkatan kelancaran tugas luar daerah 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

dengan capaian kinerja terlaksanakanya rapat-rapat koordinasi  dan konsultasi dalam daerah 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan,  Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.13. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD

dengan capaian kinerja tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan (RKA,DPA,LKJiP dll) selama 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b. Program Peningkatan sarana dan prasarana
b.1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

dengan capaian kinerja Tersedianya perlengkapan kantor kenyamanan dan kelancaran tugas aparatur 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.2. Pengadaan peralatan gedung kantor

dengan capaian kinerja Tersedianya peralatan kantor untuk kelancaran tugas 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.3. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
dengan capaian kinerja terpeliharanya bangunan gedung yang nyaman untuk bekerja 12 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 60 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 48 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.4. Pembangunan gedung BAPERMADES

dengan capaian kinerja Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor terbangunan ruangan baru dalam upaya kenyamanan bekerja dan kecepatan tugas per tupoksi 2 bulan, Target akhir periode Renstra (2018) 2 bulan, realisasi sampai dengan Tahun 2017 1 bulan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 50% dan target pembangunan gedung BAPERMADES tidak terlaksana karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
c.1. Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

dengan capaian kinerja tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapanya bagi aparatur sejumlah 33 orang, Target akhir periode Renstra belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017 64 orang, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
d.1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

dengan capaian kinerja tersusunnya pelaporan keuangan akhir Tahun untukmeraih WTP, Target akhir periode Renstra belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017 1 dokumen, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%.
II. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

a.1. Pendataan awal, pembinaan dan evaluas desa/kelurahan binaan

dengan capaian kinerja terlaksananya monev, pendataan awal, verifikasi kegiatan pelatihan P3MD bg desa / kel binaan , desa P2MBG bintek LPMD/K  desa / kel binaan kab. Temanggung berupa kesiapan administrasi dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis gender pada 20 desa, 3 kelurahan, 1 desa P2MBG, Target akhir periode Renstra (2018) 120 d/k, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  96 desa/kel, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.2. Penyelenggaraan lomba desa/kelurahan

dengan capaian kinerja terlaksananya lomba desa/kel di 6 desa, Target akhir periode Renstra (2018) 30 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  24 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
a.3. Pengembangan Potensi Unggulan

dengan capaian kinerja terlaksananya pengembangan Potensi unggulan Desa, mendukung program Kementerian Desa PDTT untuk produk-produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan, , Target akhir periode Renstra belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%.
b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa/kelurahan

b.1. Bintek penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya program dan kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bintek bagi unsur kecamatan dan kabupaten, Target akhir periode Renstra (2018) 160 orang, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  416 orang, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100% lebih;
b.2. Penyusunan dan sosialisasi PERDA pembangunan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya program dan kegiatan penyusunan dan sosialisasi PERDA pembangunan desa, Target akhir periode Renstra (2018) 1 perda, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 1 perda yang pelaksanaan penyusunannya digabung dengan kegiatan lain, capaian sampai dengan tahun 2017 100%;

b.3. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang perencanaan pembangunan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya program dan kegiatan penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang perencanaan pembangunan desa, Target akhir periode Renstra (2018) 1 perbup, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 1 perbub yang pelaksanaan penyusunannya digabung dengan kegiatan lain, capaian sampai dengan tahun 2017 100%;

b.4. Fasilitasi Perencanaan pembangunan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan dan monitoring musrenbang RKP, Target akhir periode Renstra (2018) 1330 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  798 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 60% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.5. Evaluasi peraturan desa

dengan capaian kinerja tersedianya PERDES tentang RPJMDes di 266 desa, Target akhir periode Renstra (2018) 266 desa, capaian kinerja sampai dengan Tahun 2017 0%, tidak terlaksana karena bukan kewenangan atau tugas pokok fungsi Dinpermades tetapi merupakan tupoksi Bagian PEMDES.

b.6. Penilaian kelayakan dokumen perencanaan pembangunan desa

dengan capaian kinerja tersedianya jumlah RPJMDes dan RKPDes yang tepat dan benar sesuai aturan yang berlaku, target akhir periode Renstra (2018) 1064 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  798 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 75% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa

dengan capaian kinerja tersedianya dokumen RPJMDes dan RKPDes yang tepat dan benar sesuai aturan yang berlaku, target akhir periode Renstra (2018) 1064 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  798 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 75% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.8. Fasilitasi Dana Transfer ke desa

dengan capaian kinerja terlaksananya penggunaan dana transfer ke desa, target akhir periode Renstra (2018) 1330 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1064 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.9. Fasilitasi Bantuan Gubernur kepada desa/kelurahan

dengan capaian kinerja terlaksananya penyaluran bantuan Gubernur, terlaksananya sosialisasi, pendampingan penyusunan proposal, pembinaan dan monitoring bantuan gubernur, target akhir periode Renstra (2018) 1330 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1064 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.10. Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
dengan capaian kinerja terlaksananya  bintek sistem informasi posyandu (SIP), terlaksananya  perhitungan strata posyandu , teridentifikasinya  posyandu yang  dapat dikembangkan menjadi posyandu model  serta berupa meningkatnya fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan peran pokja posyandu pada 289 desa/kelurahan, target akhir periode Renstra (2018) 1445 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1156 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.11. Pemberian makanan tambahan anak sekolah SD/MI

dengan capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi PMT-AS SD/MI, target akhir periode Renstra (2018) 73 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  73 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%, karena ada dukungan anggaran dari provinsi Jawa tengah.
b.12. Bulan bhakti gotong royong (BBGRM)

dengan capaian kinerja terlaksananya  bulan bhakti  Gotong royong (BBGRM) dan Hak  Kesatuan Gerak (HGK) berupa kegiatan gotong royong masyarakat ecara aktif dalam pelaksanaan pembangunan, target akhir periode Renstra (2018) 5 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  4 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80% dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
b.13. Pelaksanaan Musyawarah pembangunan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya monitoring dan pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 20 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017 100%.
b.14. Fasilitasi Implementasi Undang-undang tentang desa (Pendamping KPMD-BanGub)

dengan capaian kinerja terlaksananya pendampingan Bantuan Gubernur untuk kegiatan Impelementasi undang-undang tentang desa (pendamping KPMD), target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

b.15. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Desa/Kelurahan

dengan capaian kinerja terlaksananya pendampingan Bantuan Gubernur untuk kegiatan Ketahanan Masyarakat, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

c. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
c.1. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pengembangan bantuan keuangan desa berkembang
dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan pengelolaan bantuan keuangan desa berkembang, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 50 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

c.2. Penyusunan dan sosialisasi PERDA tentang BUMDes

dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan sosialisasi PERDA tentang BUMDes, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERDA, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1 PERDA, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

c.3. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes

dengan capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERBUP, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1 PERBUP, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

c.4. Bintek pengelolaan administrasi dan pengembangan BUMDes

dengan capaian kinerja terlaksananya pelatihan administrasi BUMDes, target akhir periode Renstra (2018) 20 BUMDes, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  20 BUMDes, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

c.5. Pembinaan dan monitoring lembaga ekonomi desa

dengan capaian kinerja terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi Lembaga Ekonomi Desa, target akhir periode Renstra (2018) 40 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  40 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

c.6. Bintek pengelolaan lembaga ekonomi desa

dengan capaian kinerja meningkatnya pengetahuan pengelola Lembaga Ekonomi Desa, target akhir periode Renstra (2018) 60 kelompok, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  60 kelompok, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

c.7. Fasilitasi lumbung pangan masyarakat desa (LPMD) dan Lumbung desa dalam rangka Ketahanan Pangan

dengan capaian kinerja terlaksananya identifikasi LPMD dan sosialisasi permendagri 30 tahun 2018 tentang CPPD, target akhir periode Renstra (2018) 115 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  90 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 78%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
c.8. Fasilitasi permodalan bagi lembaga ekonomi masyarakat dan desa

dengan capaian kinerja terlaksananya fasilitasi permodalan BUMDes, target akhir periode Renstra (2018) 16 kelompok, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  16 kelompok, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,

d. Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa

d.1. Dukungan pelaksanaan kegiatan Tentara Manunggala Membangun Desa (TMMD)

capaian kinerja Terbangunnya infrastruktur perdesaan berupa  prasarana jalan, terbangunnya jalan rabat beton di desa, target akhir periode Renstra (2018) 10 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  9 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017, 90%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

d.2. Fasilitasi Karya Bhakti KODIM 0706

capaian kinerja Terbangunnya sarana dan prasarana di perdesaan, target akhir periode Renstra (2018) 10 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  8 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

d.3. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pendampingan masyarakat desa

capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pendampingan masyarakat desa, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERBUP, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% tidak terlaksana kegiatan penyusunan PERBUP karena berakhirnya Program PNPM-MD

d.4. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)

capaian kinerja terlaksananya penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), target akhir periode Renstra (2018) 1 PERBUP, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% karena ketentuan teksnis sesuai UU 6 tahun 2014 tentang KPMD belum terbit
d.5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

dengan capaian kinerja terwujudnya kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Kab. Temanggung, target akhir periode Renstra (2018) 1445 desa/kel, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  1156 desa/kel, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;
d.6. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan

dengan capaian kinerja Terfasilitasinya kegiatan pednampingan dan pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, target akhir periode Renstra (2018) 100 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  0 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 0%, karena berakhirnya Program PNPM-MD

d.7. Penyusunan PERDA tentang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

capaian kinerja terlaksananya penyusunan PERDA tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERDA, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% karena ketentuan teksnis sesuai UU 6 tahun 2014 tentang LKD belum terbit

d.8. Penyusunan dan sosialisasi PERBUP tentang pedoman administrasi lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan

capaian kinerja terlaksananya penyusunan PERBUP tentang Pedoman Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERBUP, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% karena ketentuan teksnis sesuai UU 6 tahun 2014 tentang pedoman administrasi LKD belum terbit

d.9. Fasilitasi penyusunan PERDES tentang lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.
capaian kinerja terlaksananya fasilitasi penyusunan PERDES tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, target akhir periode Renstra (2018) 1 PERDES, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% karena ketentuan teksnis sesuai UU 6 tahun 2014 tentang LKD belum terbit

d.10. Fasilitasi penguatan kapasitas RT dan RW

capaian kinerja terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas RT dan RW, target akhir periode Renstra (2018) 289 desa/kel, realisasi sampai dengan Tahun 2017 0% karena ketentuan teksnis sesuai UU 6 tahun 2014 tentang LKD belum terbit

d.11. Pembinaan Adat Istiadat

capaian kinerja terlaksananya sosialisasi pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosbud, terlaksananya bimbingan teknis aplikasi pelestaria adat, target akhir periode Renstra (2018) 100 kecamatan, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  80 kecamatan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 80%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

d.12. Anak Indonesia Menuju Damai

dengan capaian kinerja terlaksananya peningkatan kegiatan pendidikan tentang perdamaian di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, target akhir periode Renstra (2018) 700 orang, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  700 orang, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%, target sudah tercapai karena ada dukungan anggaran dari provinsi Jawa tengah.
d.13. Petunjuk penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan

dengan capaian kinerja tersusunnya pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan, target akhir periode Renstra (2018) 348 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  348 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%
d.14. Fasilitasi pengembangan posyantek

dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan fasilitasi pengembangan posyantek, target akhir periode Renstra (2018) 5 kecamatan, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  5 kecamatan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%
d.15. Fasilitasi bantuan stimulant pemugaran perumahan

capaian kinerja terlaksananya kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi serta bantuan stimulan pemugaran perumahan bagi RTLH, target akhir periode Renstra (2018) 1550 RTM, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  930 RTM, Capaian sampai dengan Tahun 2017 60%, karena sesuai SOTK baru, kegiatan fasilitasi bantuan stimulant pemugaran perumahan berpindah ke Dinas Sosial.
d.16. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

capaian kinerja terlaksananya monitoring evaluasi , rapat koordinasi, berupa peningkatan tertib administrasi dan pengetahuan bagi aparat BP-SPAM (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum), target akhir periode Renstra (2018) 405 desa, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  329 desa, Capaian sampai dengan Tahun 2017 81%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018;

d.17. Koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan

dengan capaian kinerja berupa identifikasi data kemiskinan dan koordinasi penanganan kemiskinan, target akhir periode Renstra (2018) 100 kecamatan, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  62 kecamatan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 62%, karena sesuai SOTK baru, kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan pindah ke Bappeda selaku Sekretariat TKPKD.

d.18. Fasilitasi bantuan peralatan teknologi tepat guna

dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pendataan, sosialisasi, penyaluran bantuan stimulan modal berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, terlaksananya bintek bagi penerima bantuan peralatan dan ikut serta dalam Gelar TTG tingkat Nasional, target akhir periode Renstra (2018) 40 kelompok, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  40 kelompok, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%,
d.19. Fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

dengan capaian kinerja terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, target akhir periode Renstra (2018) 24 kecamatan, realisasi sampai dengan Tahun 2017,  24 kecamatan, Capaian sampai dengan Tahun 2017 100%.
d.20. Fasilitasi pelestarian Aset-aset program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

capaian kinerja terlaksananya fasilitasi, monitoring dan audit di masing-masing UPK pengelola dana perguliran PNPM-MPd, Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelestarian aset PNPM MPd, hasil kegiatan Rancangan Peraturan Bupati karena setelah dilaksanakan pembahasan dan dikonsultasikan ke Kementerian Desa PDTT, disampaikan agar daerah menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kementerian (yang sampai dengan sekarang belum ada tindak lanjut dari regulasi yang dijanjikan), target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 18 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.21. BOP Bantuan Keuangan Desa Pemula dan Desa Prakarsa (Ban-Gub)

dengan capaian kinerja terlaksananya kegiatan pendampingan BOP sumber dana dari Provinsi Jawa Tengah (BanKeu) untuk pelaksanaan kegiatan Desa Pemula dan Desa Prakarsa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.22. Fasilitasi dan Koordinasi Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)
Berdasarkan surat Kepala Bapermades Provinsi  Jawa Tengah Nomor 412.2/2728 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penerimaan Pendamping Desa. Dinpermades Kabupaten untuk memfasilitasi pendistribusian dokumen pengumuman sampai pada penerimaan berkas lamaran calon Pendamping Lokal Desa (PLD) selanjutnya dikirim ke Bapermades Provinsi Jawa Tengah. 

capaian kinerja terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pendamping desa dan pendaping lokal desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017 20 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.23. Pengakhiran Program nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD)
Pengakhiran Program PNPM MPd, berdasarkan Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 134/DPPMD/VII/2015 Tanggal 13 Juli 2018 Perihal Panduan Pengakhiran PNPM MPd.

capaian kinerja terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengakhiran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MD), target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 20 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.24. Rintisan Desa Berdikari (Ban-Gub)

Dilaksanakan untuk mendukung program unggulan Gubernur Jawa Tengah tentang Model Rintisan Desa Berdikari, capaian kinerja fasilitasi pelaksanaan kegiatan rintisan desa berdikari,  target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 20 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
d.25. Fasilitasi Pendamping Desa

Dilaksanakan karena terhitung mulai tahun 2016 Pendamping P3MD Implementasi UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai ditugaskan di lokasi Kabupaten dan Kecamatan.

Capaian kinerja terlaksananya fasilitasi pendamping desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.26. Fasilitasi Kelembagaan BKAD dan Pelestarian Desa

Dilaksanakan guna fasilitasi pengamanan dan pelestarian aset dana perguliran eks PNPM MPd di 18 kecamatan eks lokasi PNPM MPd yang total aset sudah mencapai + 63 Milyard.
Capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kelembagaan BKAD dan Pelestarian Desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 18 kecamatan, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
d.27. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat Pedesaan

Pelaksanaan penguatan kapasitas masyarakat pedesaan (perempuan dan generasi muda) berupa pelatihan ketrampilan dan bantuan modal usaha merupakan hasil musrenbang kecamatan

Capaian kinerja terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas masyarakat pedesaan, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 2 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

d.28. Fasilitasi Kegiatan Usaha Bersama Kelompok (UBK)

Merupakan Program unggulan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memfasilitasi bantuan UBK yang berlokasi di 5 Desa, yang diharapkan menjadi embrio unit usaha BUMDesa Bersama, capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan Usaha Bersama Kelompok (UBK), target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang realisasi sampai dengan Tahun 2017 5 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
d.29. Bintek Penguatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
Pensampingan BOP Ban-Gub untuk penguatan kapasitas KPMD, capai kinerja terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas KPMD, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang realisasi sampai dengan Tahun 2017 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
e. Program Perencanaan Pembangunan daerah
e.1. Evaluasi Rancangan PERDES tentang RPJMDes
Terkait dengan pelaksanaan pilkades di sebagian besar desa di Kabupaten Temanggung sehingga desa harus segera melakukan penyusunan RPJMDesa setelah 3 bulan Kades dilantik, capaian kinerja terlaksananya evaluasi rancangan PERDES tentang RPJMDes, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang realisasi sampai dengan Tahun 2017 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
f. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan
f.1. Fasilitasi kegiatan Alokasi Dana Desa

Untuk penyusunan Perbub Dana Transfer, serta kegiatan sosialisasi dan monitoring evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa, capaian kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan Alokasi dana Desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang realisasi sampai dengan Tahun 2017 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
f.2. Sistem Informasi Desa (SID) Ban-Keu

Merupakan kegiatan bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah dan bersifat "Top down" atau kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, capaian kinerja terlaksananya bimbingan teknis bagi tenaga operator Sistem informasi desa di Desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang realisasi sampai dengan Tahun 2017, 74 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
g. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan
g.1. Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 

Untuk mendukung Program dan sharing program dari Pusat terkait pengentasan kemiskinan, capaian kinerja terlaksananya fasilitasi pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di 266 desa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
h. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

h.1. Penyusunan Raperda

capaian kinerja terlaksananya penyusunan PERDA, target akhir periode Renstra (2018) 3 PERDA, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 3 PERDA, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
i. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
i.1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes dan Siskeudes

Berdasarkan SOTK baru, merupakan kegiatan limpahan dari Bagian  Pemdes Setda Temanggung, capaian kinerja terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyusunan APBDes dan Siskeudes, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
i.2. Fasilitasi Pendampingan dan Eksistensi APBDes dan Pengelolaan barang/Jasa

Berdasarkan SOTK baru, merupakan kegiatan limpahan dari Bagian  Pemdes Setda Temanggung, capaian kinerja terlaksananya fasilitasi pendampingan dan eksistensi APBDes dan pengelolaan barang / jasa, target akhir periode Renstra (2018) belum tertuang, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 266 desa, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
III. Statistik

a. Program pengembangan data/informasi/statistic daerah
a.1. Fasilitasi penyusunan pendayagunaan data profil desa/kel
terlaksananya Fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa dan kelurahan dengan capaian kinerja tersedianya data profil desa/kel, target akhir periode Renstra (2018) 1445 desa/kel, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 1156 desa/kel, capaian sampai dengan Tahun 2017, 80%, dan target akan tercapai sampai dengan tahun 2018.
a.2. Pengadaan system informasi manajemen pembangunan desa (SID)

Terwujudnya siste informasi manajemen pembangunan desa, capaian kinerja terlaksananya pelatihan bagi tenaga operator SID di Desa, target akhir periode Renstra (2018) 1 unit, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 1 unit, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.
b. Program Pengembangan Komunikasi dan Informasi
b.1. Pengembangan Website Subdomain Bapermades

Capaian kinerja terlaksananya peningkatan system infomasi pelaksaan kegiatan OPD, target akhir periode Renstra (2018) 1 unit, realisasi sampai dengan Tahun 2017, 1 unit, capaian sampai dengan Tahun 2017, 100%.

B. Faktor Pendorong
Ada beberapa faktor yang mendorong tercapainya program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD antara lain :

1. Dukungan anggaran sesuai dengan perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai ( APBD berpedoman pada RENSTRA dan RENJA );

2. Optimalisasi sumber daya (aparat desa) dalam memberikan fasilitasi kepada masyarakat;

3. Meningkatnya SDM masyarakat desa dalam pembangunan;

4. Pengembangan TTG melalui pemanfaatan potensi dan kearifan local desa;
5. Optimalisasi bantuan langsung masyarakat dan peningkatan fasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan pemerintah desa.

C. Faktor Penghambat keberhasilan

Sedangkan faktor penghambat keberhasilan dari capaian program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kondisi Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah desa belum optimal baik dari segi pendidikan dan jumlah personil, hal ini menyebabkan belum siapnya aparatur pemerintah desa untuk mengelola dana yang cukup besar, kondisi saat ini masih banyak perangkat desa yang masih kosong, dikarenakan berhenti karena habis masa jabatan atau karena diberhentikan karena sebab lain;

2. Masih rendahnya kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan desa yang ditandai dengan berbagai hal yaitu:

a. Masih rendahnya pelayanan aparatur pemerintahan desa dan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa;

b. Masih minimnya kualitas paratur pemerintah desa;

c. Belum tertibnya pertanggungjawaban keuangan/SPJ keuangan desa;

d. Belum tertibnya penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;

e. Masih perlunya kerangka regulasi tentang pemerintah desa;

f. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa dalam APBdesa sebagai daya dukung pembangunan desa.
3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian desa dari 266 desa di 20 kecamatan telah dibentuk Badan Usaha Milik Desa, yang mengelola bidang jasa, pasar desa, rental, pengembangan pariwisata skala desa, namun belum semua desa melaksanakan secara optimal;

4. Sistem Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa maupun RKPDesa belum sepenuhnya menggunakan kajian PKD desa sehingga kegiatan yang dilakukan masih sebatas keinginan bukan kebutuhan masyarakat;

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Evaluasi dan Review Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dibuat dalam rangka penyempurnaan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018. Review Renstra dibuat karena adanya perubahan SOTK, yang berakibat pada berubahnya program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD, baik itu program/kegiatan pindah ke Dinpermades maupun pindah ke OPD lain.

Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat atau Provinsi tentang pelaksanaan suatu program/kegiatan yang harus ditindaklanjuti dengan adanya pendampingan dari tingkat kabupaten, dan program / kegiatan tersebut belum tertuang dalam Restra OPD.


Dalam Target capaian kinerja Renstra Dinpermades ada 7 Program dan 60 kegiatan. Dari 7 program tersebut capain target kinerja telah mencapai 100% dalam arti bahwa semua program yang ada dalam Renstra Dinpermades sudah terlaksana semua. Namun dalam pelaksanaan kegiatannya ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh pada capaian kinerja program yang menjadi indicator kinerja utama Dinpermades. 

Adapun Capaian Kinerja Renstra Dinpermades sebagai berikut :
· Capaian Kinerja Renstra Dinpermades :

· Telah tercapai
: > 100% ( 52 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 8 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

· Predikat Capaian Per tahun :

Tahun 2014

· Telah tercapai
: > 100% ( 35 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 25 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

Capaian kinerja 58%

Tahun 2015

· Telah tercapai
: > 100% ( 40 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 20 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

Capaian kinerja 66%

Tahun 2016

· Telah tercapai
: > 100% ( 52 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 20 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

Capaian kinerja 87%


Tahun 2017

· Telah tercapai
: > 100% ( 44 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 16 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

Capaian kinerja 73%

· Rata-rata Capaian Renstra sampai Tahun ke-4 (Tahun 2017) :

Sampai dengan Tahun 2017

· Telah tercapai
: > 100% ( 171 kegiatan

· Akan tercapai 
: 80% - 99,99% ( 89 kegiatan

· Perlu upaya keras
: < 80% ( 0

Capaian kinerja s.d 2017 
: 76%
Dengan perdikat


: TINGGI

B. Rekomendasi
Evaluasi dan Review Renstra yang telah dibuat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program maupun kegiatan di masing-masing OPD.

Dengan adanya Review Renstra maka semua program dan kegiatan telah sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan pada setiap tahun berjalan.

Review Renstra dijadikan pedoman bagi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah tahun mendatang, selain itu Review Renstra juga menjadi alat pengendali dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinpermades yang baru (SOTK).
Review Renstra juga dijadikan dasar sebagai tolok ukur program atau kegiatan yang masih perlu tindak lanjut pada penyusunan Renstra lima tahun kedepan, program atau kegiatan Dinpermades yang masih perlu tindak lanjut dalam Rsntra tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rentra Tahun 2014-2018 tertuang  dalam Tabel Draf Lampiran Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 (terlampir).
Keberhasilan mewujudkan cita-cita yang tertuang dalam dokumen Review Renstra Dinpermades Tahun 2014-2018 memerlukan dukungan seluruh para pemangku kepentingan yang terkait. Oleh karena itu dukungan serta rasa tanggung jawab perlu dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan.
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